
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …  TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  

NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang​ : ​ a.​ bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

dan kelangsungan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 

perlu diatur tata cara penunjukan pelaksana tugas dan 

pelaksana harian dalam hal pejabat definitif berhalangan 

tetap atau berhalangan sementara serta pemberian 

besaran tunjangan kinerja sebagai pelaksana tugas 

dan/atau pelaksana harian; 

​ ​ b.​ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian 

Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 

 

Mengingat​ :​ 1.​ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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​ ​ 2.​ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6994); 

3.​ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897); 

4.​ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5.​ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264);  

6.​ Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 361); 

7.​ Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362); 

8.​ Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2025 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53); 

9.​ Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

975); 

10.​ Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan 

Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 574); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan​ :​ PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN 

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian 

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 574), diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1)​ Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas atau 

pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling 

sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku 

kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dengan 

ketentuan: 

a.​ Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau 

pelaksana harian yang setingkat dengan jabatan 

definitifnya menerima tambahan 20% (dua puluh 

persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang 

dirangkapnya; dan 

b.​ Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau 

pelaksana harian pada jabatan 1 (satu) tingkat di 

atas dari jabatan definitifnya menerima tambahan 

Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan 

Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan 

Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya. 

(2)​ Besaran tunjangan biaya Pegawai yang ditunjuk sebagai 

pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)​ Pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas atau 

pelaksana harian tidak mendapat tunjangan struktural 

pada jabatannya sebagai pelaksana tugas atau pelaksana 

harian. 

(4)​ Pelasana tugas atau pelaksana harian dengan jangka 

waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender 

tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan 

Tunjangan Kinerja. 
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Pasal II 

(1)​ Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai 

pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan 

terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2025. 

(2)​ Peraturan Menteri/Badan mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta       

pada tanggal  … 

 

MENTERI PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

      ABDUL KADIR KARDING 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal … 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

DHAHANA PUTRA                                                                           

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…  

 


